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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah dan bangunan           

yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi          

seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari            

padanya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yaitu pajak           

Kota/Kabupaten yang sepenuhnya yang diatur oleh pemerintah dalam menentukan         

besar pajaknya. PBB penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta          

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menurut Amanah (2015:1). PBB         

bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek          

yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.  

PBB memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik          

bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat          

darinya menurut Jati (2016:3) Oleh sebab itu, orang/badan tersebut diwajibkan untuk           

memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.          

Hasil penerimaan PBB ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang         

diduduki.  

Tujuan PBB Perdesaan dan Perkotaan ialah untuk memperluas objek pajak          

daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah,           

memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah, menyerahkan fungsi pajak          

sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. 

1 



2 

Dasar hukum PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah dengan dikeluarkannya         

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor         

15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan          

Pelaksanaan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Pajak          

Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), adalah pajak atas bumi           

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi          

atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,          

perhutanan, dan pertambangan. Tahun pengalihan adalah tahun dialihkanya        

kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014.  

Latar belakang pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain          

untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur          

pajak daerah dan retribusi daerah. Fokus dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya           

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah.           

Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang administrasinya dilakukan oleh         

pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaanya dibagikan ke daerah dengan         

proporsi tertentu. Sejak tahun 2009 pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh          

pemerintah daerah, Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan        

pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.  
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi          

Daerah menyebutkan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib           

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung            

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan        

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah         

dan pembangunan daerah. 

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi yang cukup tinggi untuk          

ditingkatkan penerimaannya karena dapat mempengaruhi peningkatan APBD karena        

setiap tahunnya memiliki pertumbuhan kearah yang lebih baik. Adanya pengalihan          

kewenangan PBB-P2 menjadi urusan Pemda Kabupaten/Kota diharapkan dapat lebih         

meningkatkan pelayanan serta potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan         

Perkotaan, demikian halnya di Kota Palembang.  

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan harus dipungut secara konsisten oleh          

karena itu pemungutan harus dilakukan seoptimal mungkin. Pemungutan pajak yang          

optimal ialah pemungutan yang mendekati target rencana yang diharapkan. Sistem          

pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan          

(PBB) di Kota Palembang adalah Official Assesment System, sistem pemungutan          

pajak dimana jumlah pajak yang terutang atau harus dilunasi oleh wajib pajak            

dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Sesuai dengan Perda Kota          

Palembang No. 3 Tahun 2011 bahwa dasar pengenaan PBB adalah NJOP, penetapan            

besarnya NJOP dilakukan oleh Walikota.  

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak           

Bumi dan Bangunan Perkotaan bahwa Wajib pajak di Kota Palembang dapat           

melakukan pembayaran pajak dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak        
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Terhutang (SPPT) PBB Perkotaan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai           

dengan nominal yang tercantum di SPPT PBB. Adapun tata cara pemungutan PBB            

yaitu : 

1. Pajak  terutang dipungut di wilayah dalam Daerah 

2. Pemungutan pajak dilarang diborongkan 

3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan        

Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang         

dipersamakan. 

4. Dokumen lain yang dipersamakan berupa nota perhitungan. 

Menurut Smith (1962:307-309) dalam memungut pajak, institusi pemungut        

pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai         

asas pemungutan pajak yaitu : 

1. Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai         

dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh         

bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

2. Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi         

yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

3. Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi           

wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru           

menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 

4. Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin,       

jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil          

pemungutan pajak. 
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Pemungutan pajak yang baik, apabila dilakukan dengan memperhatikan        

asas-asas pemungutan pajak. Perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak pemungut         

pajak dengan wajib pajak dalam upaya mengoptimalisasi pemungutan PBB Perkotaan          

di Kota Palembang. 

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang sangat penting untuk keuangan           

daerah, maka harus dipungut semaksimal mungkin, artinya maksimal itu adalah          

jumlah pungutan di akhir masa pungut sama dengan jumlah wajib pajak itu sendiri.             

Berdasarkan data seluruh wajib pajak yang ada, maka semuanya harus dipungut 100            

persen sebagaimana arti dari maksimal, tetapi ada kendala-kendala tertentu dalam hal           

wajib pajak. Terdapat beberapa kendala dalam pemungutan pajak yaitu mengenai          

sistem pajak yang rumit, pegawai dan produktivitas pegawai, susunan kantor          

pemerintahan daerah, menentukan wajib pajak, tarif pajak perlu diubah berkala,          

penetapan, menagih, dan menegakkan hukum menurut Devas (1989:171).        

Mempertimbangkan kendala-kendala itu maka pemungutan PBB Perkotaan ini        

diturunkan dari maksimal menjadi Optimal. Pajak bumi dan bangunan bersifat wajib           

artinya seluruh wajib pajak harus membayarkan kewajibannya. Sesuai dengan arti          

optimal yaitu mendapatkan nilai terbaik atau tertinggi, maka titik optimal atau yang di             

tetapkan oleh BPPD Kota Palembang jika penerimaan PBB di Kota Palembang telah            

mencapai persentase 100 persen dari jumlah wajib pajak. 
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Mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota          

Palembang selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 secara rinci dapat           

ditampilkan sebagai berikut :  

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang             
tahun 2017-2019 

Tahun Wajib 
Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2017 180.515.238.979 166.510.289.273 92,2 

2018 155.871.922.172 162.239.621.426 104,1 

2019 255.165.688.402 232.764.055.666 91,2 

  Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang  

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan          

Perkotaan di Kota Palembang dalam 3 tahun terakhir belum mencapai target yang            

telah ditetapkan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan target sebesar Rp.          

255.165.688.402 , dengan realisasi mencapai Rp. 232.764.055.666. Jika dilihat target          

maupun realisasi di tahun 2019 nominalnya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya,           

namun jika dilihat persentasenya lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar           

91,2 persen. Berdasarkan persentase realisasi maka: ada alur naik turun pada capaian            

pemungutan dalam tiga tahun terakhir. Sementara titik optimal hanya tercapai pada           

tahun 2018, dan tahun 2019 justru lebih rendah dari tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di 18 Kecamatan             
Kota Palembang Tahun 2019 

No Kecamatan 
Ketetapan Tahun 2019 Realisasi Tahun 2019 

WP Rp. WP Rp. 

1. ILIR BARAT 1 9.284 2.551.042.715 2.469 1.903.100.241 

2. JAKABARING 17.754 6.172.925.188 3.625 4.984.697.249 

3. ILIR TIMUR III 15.649 46.302.605.830 7.796 46.508.919.068 

4. SEBERANG ULU I 10.220 1.459.109.916 1.325 700.553.353 

5. SEBERANG ULU II 16.838 4.241.807.257 3.080 2.871.234.372 

6. ILIR BARAT I 39.100 20.339.731.555 13.186 19.006.744.011 

7. ILIR TIMUR I1 20.226 20.643.517.018 12.436 21.825.469.144 

8. ILIR TIMUR II 14.569 7.811.477.843 4.205 6.827.292.902 

9. SAKO 33.072 7.703.632.830 6.920 4.922.597.281 

10. SEMATANG 
BORANG 30.129 3.459.705.928 2.252 1.119.775.551 

11. SUKARAMI 55.124 30.699.037.037 11.113 27.171.508.301 

12. ALANG ALANG 
LEBAR 37.080 16.351.648.910 8.854 14.720.365.103 

13. KEMUNING 15.836 8.333.772.567 5.722 7.457.980.095 

14. KALIDONI 29.350 38.679.636.046 8.716 37.052.054.817 

15. BUKIT KECIL 8.873 8.265.078.754 2.383 6.961.344.953 

16. GANDUS 19.417 4.161.950.762 2.274 2.782.857.152 

17. KERTAPATI 15.083 5.544.349.317 963 4.633.473.050 

18. PLAJU 11.815 22.444.604.920 1.624 21.314.089.023 

 JUMLAH 399.419 255.165.688.402 98.943 232.764.055.666 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota  Palembang 
  

Kota Palembang memiliki 18 Kecamatan, dari data diatas dapat dilihat bahwa           

target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di setiap kecamatan belum mencapai           

target yang ada, sehingga jumlah Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan Perkotaan            
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Tahun 2019 di 18 kecamatan tersebut dapat terealisasi senilai Rp. 232.764.055.666           

sedangkan target yaitu Rp. 255.165.688.402. Jika dilihat dari total target wajib pajak            

399.419 hanya 98.943 wajib pajak saja yang membayar PBB Perkotaan di tahun 2019.             

Artinya masih ada sekitar 300.476 wajib pajak yang belum membayar pajak hingga            

masa pungut. Terutama di Kecamatan Kertapati yang tingkat partisipasi wajib pajak           

dalam membayar PBB paling rendah diantara Kecamatan lainnya. 

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa setiap kecamatan           

memiliki jumlah WP dan realisasi WP yang berbeda, seperti kecamatan Ilir Barat I             

yang realisasi pajak nya lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan kertapati.          

Adanya kesenjangan antara realisasi dan target PBB Perkotaan di Kota Palembang           

tahun 2019 menunjukkan bahwa potensi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan          

Bangunan Perkotaan masih banyak, namun perlu dilakukan upaya pemungutan yang          

optimal agar realisasi di tahun 2019 dapat mencapai target, walaupun jumlah nominal            

nya ternilai lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.  

Seharusnya realisasi dapat mendekati target dan persentase pajak nya lebih          

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini zaman semakin berkembang,          

kemajuan teknologi sudah cukup pesat, sehingga metode pemungutan Pajak Bumi dan           

Bangunan Perkotaan pun lebih canggih dan mudah, dimana wajib pajak dapat           

membayar PBB di berbagai jenis aplikasi seperti Traveloka, Tokopedia, klikpajak.id,          

serta di beberapa tempat seperti Bank, kantor pos, Indomaret, atau datang langsung ke             

BPPD Kota Palembang. Namun jika dilihat dari persentase target dan realisasi PBB            

Perkotaan di Palembang tahun 2019 hanya 91,2 persen persentase pajaknya          

mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.  
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Perlu adanya langkah proaktif dari pihak-pihak yang berwenang dalam         

pemungutan PBB Perkotaan di Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan         

PBB Perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB, perlu         

dilakukan pemungutan pajak yang memperhatikan asas-asas pemungutan pajak agar         

dapat mencapai optimalisasi dalam pemungutan pajak. Pemungutan yang telah         

optimal itu apabila pemungutan yang mendekati target rencana yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut mengenai permasalahan Pemungutan Pajak Bumi        

dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang, maka akan dilakukan penelitian          

mengenai “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota          

Palembang Tahun 2019 “.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu        

mengapa Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Di Kota         

Palembang Tahun 2019 belum tercapai? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat dicapai peneliti yaitu untuk mengetahui sebab-sebab         

Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota          

Palembang Tahun 2019 belum tercapai. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada        

akademisi Ilmu Administrasi Publik, terutama konsentrasi Keuangan Negara        

tentang Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Di Kota          

Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan         

memberikan solusi permasalahan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota         

Palembang agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih meningkat dan          

terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Kota Palembang. 
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